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PUTUSAN
Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pra
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam
sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

.............. binti ................., tempat dan tanggal lahir Darek, 31 Desember
1984, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1,
tempat kediaman di Bale Luah, Darek, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, sebagai Penggugat;

melawan

........................... bin ..................., tempat dan tanggal lahir Pemepek, 15
Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan
S1, tempat kediaman di  Kebun Sirih, Pemepek, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 1392/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgarata, sebagaimana sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/34/1V/2014, tertanggal 11
Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
berpindah- pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah
Penggugat selama 7 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

O usia 10 tahun;

e usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

¢ Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat;

¢ antara Penggugat dengan Tergugat kurang berkomunikasi disebabkan
karena antara Penggugat dengan Tergugat beda tempat tinggal karena
Pekerjaan dimana Penggugat mengajar di salah satu Sekolah di Desa Darek
dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Darek sedangkan
Tergugat tinggal dan mengajar di salah satu Sekolah di Desa Pemepek;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2022 yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bale Luah, Desa Darek,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan
Tergugat tinggal di Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih
kurang sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima

dan memeriksa perkara ini;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (................ bin.......... )
terhadap Penggugat (................ binti.................... );

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Tergugat

Bahwa majelis hakim telah memeriksa indentitas Penggugat
sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat ternyata telah
sesuai;
Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai,
sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA
No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan;
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Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;
Pemeriksaan Perkara
Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang
tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domiili dari Kantor Desa Darek, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 145/62/DD/2024,
tanggal 10 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Nomor 279/34/1V/2014 Tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, ...l bin.............. , umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bale Luah, Desa
Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama .............

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua kami di Bale
Luah, Desa Darek, Praya Barat Daya selama 7 tahun dan sudah
dikaruniai anak 2 orang yaitu.............. dan ............... , saat ini
keduanya diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
dan rukun tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak tenteram dan terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar
dimana saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada dirumah saksi;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah mengenai nafkah yang tidak
diperhatikan oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April
2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Pemepek, Pringgarata;

- Bahwa jangankan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat,
menjenguk Penggugat saja tidak pernah sama sekali, Tergugat pernah
menjenguk anaknya sekali itupun Tergugat meminta untuk dipanggilkan
anaknya saja ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak
keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan
kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Saksi 2, ...l bin .............. , umur 44 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Sedayu
Utara, Desa Kediri, Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama ........... bin

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua kami di Darek,
Praya Barat Daya selama 7 tahun dan sudah dikaruniai anak 2 orang
yaitu ... dan................ , kedua anaknya dibawah asuh
Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
dan rukun saja tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak tenteram dan
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Tergugat kurang memperhatikan nafkah sehari-hari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya
dapat cerita dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April
2022 sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat karena mereka sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah
ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak
keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan
kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya
mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah
gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara a quo menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai
gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat kediaman di wilayah
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Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi
relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tegugat yang telah
tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat
sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki
hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan

bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan perceraian;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sedangkan
ketidak datangannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut
harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);
Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan
sebaliknya dengan alasan pekerjaan, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan sampai
sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi
bernama ................ bin............. dan............bin.................. ;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, s/d P.2 berupa fotokopi Surat
Keterangan Domisili atas nama Penggugat, fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya
sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti
berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
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Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan
Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darek,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bale Luah, Desa Darek,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim
berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah
penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh
karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahanya
menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
UU Nomor 50 Tahun 20009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 01 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 01 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Pinggarata, Kabupaten Lombok Tengah oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
............ bin ......... dan ........... bin.......... , keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9
Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan
atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar
keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk
memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk
perkara di atas;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak bulan
Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat
kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Kedua saksi yang Penggugat
hadirkan menerangkan bahwa 2 (dua) tahun 8 bulan yang lalu, Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau tinggal bersama
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Penggugat tanpa alasan yang jelas. Keterangan kedua saksi Penggugat satu
sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan
Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal
308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terbukti 2 (dua) tahun 8 bulan yang
lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan April tahun
2022, Tergugat dengan Penggugat pisah rumah tanpa alasan yang jelas dan
Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan tergugat berpisah. Kedua
Saksi Penggugat menyatakan dan mengetahui Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat dan Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali. Keterangan kedua
saksi Penggugat satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil
dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah
memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terbukti
Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun 8 bulan yang lalu
dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun kembali;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah,
setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama yang
terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, telah
berkumpul layaknya suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, saat ini
dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun,
keduanya sering berselisin dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat
dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun 8 bulan yang lalu. Sejak
saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Para saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Petimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di
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atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Petimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa
alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah
diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus
dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi:

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang
menyebabkan keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sejak 2 (dua) tahun

8 bulan yang lalu;

2.  Akibatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang

berpisah dan tidak pernah rukun kembali;

3. Pihak saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

istri itu;
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Menimbang, bahwa mengenai penyebab cekcok antara Penggugat dan
Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab
timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juncto
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni
1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu
pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian
cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan
kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari
kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus
sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan hal tersebut sudah terbukti secara
nyata dalam fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim setelah mendengar
keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang
mengetahui keduanya berselisih dan bertengkar, bahkan saat ini Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 8 bulan yang lalu
tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena
selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
kembali, bahkan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,
Tergugat tidak pernah sekalipun hadir, hal demikian merupakan suatu yang
mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara
Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar
telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak
dapat didamaikan lagi, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan
Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu
alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan
dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;
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Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (broken
marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah
pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38
K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “bahwa perkawinan ialah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak lagi dapat terwujud
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat
yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan
madharat yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat yang telah dijatuhi
talak oleh Tergugat selaku suaminya di luar persidangan dan juga tidak pernah
dirujuk oleh Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang
memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena
mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya,

sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

z;lbaﬁl -.:\I5 olE 2583 ._)..wLL’jl 35
Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan
kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan
Pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain juz | halaman
83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai
berikut:
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Artinya: “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah
tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana
sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi
perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah
mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab
mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan
perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah
satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman

yang ditentang oleh jiwa keadilan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam
putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi
berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka
petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba’in shughra
Tergugat terhadap Penggugat juga sepatutnya untuk dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan
hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh
karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

Bain Shughra Tergugat (.....c...... bin ...ccoiiiiiiiin ) terhadap Penggugat,
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;
Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan
Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka
Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
Hal-hal yang belum/ tidak dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun
bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan
terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih
jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup
dikesampingkan;
Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan
pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud
pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan
pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9)
Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;
Mengingat

Memperhatikan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

terhadap Penggugat,(-............ binti.............. );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp.202.500,00 ( dua ratus dua ribu lima ratus rupiah ).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab1446
Hijriah, oleh kami, ............ , S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis.................. ,
SHldan .......co.ooviii . , S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan melalui aplikasi E-Court secara elektronik, oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh................ )
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara

elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan 'Rp 32.500,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah 'Rp 202.500,00

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
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